%iemam@ %%ags@na% ﬁaﬁam %%@me@zs

E{ﬁamamﬁ %ﬁamﬁsaa
D Bambang W;decﬁe Umar

ﬁamﬁa‘a@{

?ﬂ&g afwumjm é:ﬂafmmsm :msfofm m@m;amﬂ p@rtagiw ,farig saﬂgcz;,
: :cfc:m k&mrq t kontroversi. Tidok mudaf mﬂﬁ;@paﬁzaﬁ? keamanon.
_ é‘*mzﬁ dm; .:»%;?&rham 55@?@ n”z:sf@mc:i o imw%m sef Fff??ﬁ._:__:_ '
ini ,fmmmﬁ dipohomi sebagol suatu kondis w mm ferbebas gw; r’mamgw
tet afou se shopol kemompuon A8gara o uituk snﬂfmwz’m bong sar‘w dari’

sere npan ‘Filiter {identik dengan state securityl Pemohamarnini terutama

dikerbangl: iwﬁg U patia i cso Orde Boru, Sefalon dengonperkembangan

g

beangsa ff snesia, konsep keamanon tersebut teloh melemboga dolom paia.:.

;ﬁ,f/fr W,fsﬁfi};"ﬁzmﬁu 5@(5{‘*?’76{{‘?% pndongan ?.:rfm'-{z%wmaﬁ Securityl

mrefihot
o dorl aspek s ftfiaf vy alttor negore sajo, tetapi
donm a"f'wm oktivitas akbor non negoro.
rg teloh mengikis kesaiuon ;:}rmffmg
sg don hernegora, demikion pulas
negara hado perdogengan internasiona!, a:!;mmfmrk&

Kﬁ‘?ﬁ‘“%ﬂ*ﬁf

ffy»z;)g 7

negorg menfodi rawan terhagap kegoneangan perekonomion
tain. Sehingga perlu dirurmuskorn konsep keamanan nasional secarg
i berbagai kelembogoan negarg yang terlibot di dalamnye,

ﬁ{i&%‘w‘% FABTREED

"5‘853’5’?35’?(}1’”’ fms;mﬂi keamonon manusio (human secuirltyl, negara,

nan lsecurffy terdana zﬂeﬁ@m%’sr«mmm persneldf,

i mrsmem*r é’eama"san negara istote security} ke perspelf ‘Qeamanaﬁ_
manusia {human security). Secara umur, perspekiif keamanan negara (state
security mengutamakan kepentingan umum daripada individu, sedangkan

i Dr. Bambang Widodo Uman, staf pengajar PTIK / Pascasarjana KIK Universitas Indonesia.
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o perspeknf tersebut

';. 3.perspekt1f keamanan manusia. (human secunty} mengutamakan kepenhngan_;_;_;_
-'_mdmdu darapada negara Perubahan perspektﬁ’ ini sangat mendasar, k -
_'|tu perlu daketahus apa sesungguhnya yang me!atar beiakang: muncuiny X

_ Berb;cara tentang keamanan manusia (human security) ‘adak dapat.
-._dliepaskan dari Laporan United Nations Development Program {UNDP)

o --peﬂhal ”Human Development Report” (1994) sebagai titik awal muncyi ya

B, masm datam proses peiembagaan

E istilah human secunty Dalam Eaporan itu istilah human security digunakan
: -'_-'_'untuk menjelaskan tentang upaya manusia dalam mencapai kebebasan ya'étu
" he dari rasa takut dan bebas untuk’ memenuhi kebutuhan hadupf j '
' .'"c:ondatr_bn} Konsepuu dttenma sebagalsandaran poimk meskl penerép '

~Di Endones:a selama . ini keamanan dipahama sebagai suatu kont:ilSi
yang terbebas ‘dari ancaman militer atau sebagai kemampuan negara untuk
mehndung: bangsanya dari serangan militer {identik dengan state secur:i‘y)
Pemahaman ini.terutama dikembangkan oleh ABRI pada masa Orde: Baru
Se;atan dengan perkembangan bangsa Indonesia, konsep keamanan tersebut
telah meiembaga dalam pola pikir masyarakat. Sedangkan pandangan. baru
{human security) melihat keamanan tidak hanya dari aspek militer dan. aktor
negara saja, tetapi mencakup pula aspek non m:liter dan melibatkan akhvatas
aktor non negara. -

Da!am konteks reformasi sektor keamanan, hingga kini belum terdapat
kebtjakan yang secara komprehens;f dapat memberikan arah dan pengaturan
secara sistemik untuk menjamin terpeliharanya keamanan nasional (national
security). Regulasi-regulasi yang memberikan kewenangan keamanan kepada
beberapa lembaga masih bersifat parsial. Bahkan istilah keamanan nasional
tidak tercantum dalam seluruh perundang-undangan. Istilan yang umum
dipakai adalah “keamanan dan ketertiban masyarakat”, serta “keamanan
dalam negeri” (UU No 2/2002 tentang Kepolisian Negara) atau “keamanan
negara” (UU No 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia). Namun istilah
“keamanan negara” itu justru tidak ditemukan dalam UU No 3/2002 tentang
"“Pertahanan Negara yang menggantikan UU'NG 2071982 1entang Pokok-pokok ™
Pertahanan Keamanan Negara.

Hal ini dipandang perlu, mengingat ke depan masalah yang dihadapi
Indonesia sangat mungkin tidak didominasi oleh agresi, invasi, atau konflik
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bersenjata dengan negara lam me!asnkan yang: dapat dipas’nkan adalah

ter;admya pergesaran yang ancaman utamanya bersifat non- mslster Selain

itu"dalam usaha memahami am keamanan masih ada kesaiahan semanhk -
penyederhaan ary’ kata secunty (dar; bahasa Enggns) men}adl keamanan
yang terpisah dengan pertahanan Hali ini dapat berakibat perumusan sistern’
keamanan yang hendak dlbangun tidak memiliki format yang jelas. (bentuk_f

dan ukuran) sehmgga upaya: ke’ depan untuk terpehharanya pembangunan 2
nas;onai Juga akan terus terganggu - ; : :

Keamanan Maﬂuma {Human Secursty}

Perspekﬂf keamanan manus;a pada dasarnya mengacu pada tradls;
pemlktran hberaf ‘Dalam hal ini keamanan manusia sangat erat kaitannya
dengan konsep pembangunan yang dianut oleh suatu bangsa. Ada tiga fokus -
masaiah yang periu diperhatikan dalam hal keamanan. Pertama, berkaitan
dengan perspektif hak osasi manusia. Perspektif ini berlandaskan pada
definisi keamanan manusia yang mencakup berbagai dimensi hak-hak asasi
manusia. Ciri khas perspekiif ini, ancaman utama bagi keamanan manusia |
adalah penolakan terhadap hak-hak asast manusia dan tiadanya supremasa
hukum (Donnel!y, 1993) ' 7

Pent:ngnva hak asasi manusia sebagai komponen dasar keamanan itu
berasaf sejak perjanjian Peace of Westphalia, yang tertuang dalam Trakiak
Osnabruck dan Munster 1648. Traktat ini tidak hanya mengakhiri perang
agama di Eropa dan formalisasi dari prinsip kedaulatan negare, tetapi juga -
menandai diakuinya hak-hak kelompok minoritas. Hak-hak minoritas menjadi
topik ketika Hampson (2002) dalam pernyataannya mengkaitkan dengan hak
penentuan nasib sendiri {seff determination). Atas dasar gagasan tersebut
hak-hak minoritas mendapat pengakuan dari Liga Bangsa-Bangsa.

Pengakuan resmi hak-hak asasi manusia mencapai titik kulminasinya
saat Perserikatan Bangsa Bangsa terbentuk. Meskipun Dalam Piagam PBB
hdak mencatumkan subs’can& hak-hak asasi manusia secara eksplisit, namun
kaitan antara hak-hak asast

manusia dengan keamanan internasional serta perdamain dunia. kKeterkaitan
ity muncul dalam Mukadimah Piagam PBB serta Pasal 1, 55, dan 56 Piagam
PBB. Dalam pembukaan Piagam PBB secara tegas dinyatakan: reaffirms
faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the person,

Jurnel Studi Kepolisian | Edisi 070 | Sepiember-Liesember 2008 161




in. the equal rights of men and women and of nations farge and small, Pasai: Ny
1 Plagam PBB; 3uga menyataaan ‘bahwa.tujuan pendmaﬂ FBB. adaiah .
deve!ap fnendiy relations amony notions based on.sespect for the g:mm:f,g!eE '_
of equal nghis ama’ self- a’aermmaﬁaﬂ Gj’ ﬁe@pa‘e Di.samping itu. “i:u;uan:_
_pmdman PBB Jai h, mendamng g}ﬂnrﬁhmrmatan atas hak asasi manus '_ '
r{ebebasan fundameqi’ai untuk seluruh. umat manusia ianpa i’r@mbedakan _
ras, jens ke!amm bahasa dan agama. Seca?a garis bea sar dalam ?asai .55,
dan 56 dinyatakan bahwa, seluruh anggota. PBB meﬂg!kas. diri dalam: suatu.
komitmen . "to promote the conditions of stobility and well-being wmch are -
necessary for peaceful and friendly relations among nations bosed on respecf :
- for the prmaple Qf equai r;ghfs and self derermmauaﬂ ef peop:’es :

Kodlﬁkas: Lemtang hak hai< asasi maﬂus;a berhasxi dl[a%\ukan dengan_
dladcpssnya Umversaf Declaration of Human nghts oleh Majekts umum PSB
(1248).. Dekiarasi ini memuat prinsip-prinsip hak asasi manusia,. yaitu: {1)
hak-hak individu, yang mencakup antara tain hak hidup, kedudukan sama di
depan hukum, perlindungan terhadap perlakuan diskriminasi vang beri_zasls
ras, etnik, jenis kelamin, atau agama; (2) hak-hak legal, yang mencakup
antara lain akses untuk mendapatkan perlindungan hukum, seria hak uniuk
mendapatkan proses hukum vang sah, netral, dan imparsial; (3} kebéb_asan
sipil yang mencakup kebebasan berpikir, berpendapat, dan menjalankan
ibadah'aga'ma}kepercayéan {4) hak-hak pemenuhan kebutuhan dasar, vang
mencakup akses bahan pangan jaminan dasar kesehatan, dan terpenuhmya
kebutuhan hfdup mmsmum (5) hak-hak ekonom; yag mencakup hak untuk
bekerja hak rekreasi, serta hak atas jaminan sos:al dan {6) hak-hak polmk
yang mencakup hak untuk dipilih dan memitih dalam pemaiihan umum serta
hak untuk berpamsnpas; dalam npenyelenggaraan negara.

Kedua adalah perspekstif humanitarian. Perspektif ini meletakan perang
sebagai ancaman utama bagi keamanan manusia dan karenanya keselamatan
individu dipandang sebagai tujuan utamanva. Perhatian dari perspekﬁf ini
adalah keselamatan masyarakat sipil vang tidak terlibat dalam pertempuran.
Keselamatan manusiadilindungi dengan menegakkan hak moral danlegal non-

'f:":"-wr?ﬁa@a%’*{m# soietyrsekeligustnenyediakar s ﬂ“tuaﬁ KEREHSIEEN

Ketentuan hak moral dan legal non-combants mengatur bahwa tindakan
aktor keamanan yang mengakibatkan trauma psikologis, cedera fisik dan
kematian bagi masyarakat sipil dinyatakan sebagai tindakan tidak bermoral
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: Cnnventzons and"'thew Protocots (i H ; {1977)] yang pada dasarnya mengatur’?"_f-
’tigajemsperimdunganbagmon combatants Pertama, perimdunganterhadapf:_"

adanya kekerasan seperti pembunuhan atau eksekusi massal, peny;ksaan_’

fisik: dan mentai hukuman fisik, muhias;, sandera, degradass kehormatan -

mdnwdu serta perbudakan dalam segaia bentuk. Kedua, perlindungan atas:
korban perang yang Iuka saktt ‘atau terdampar di-laut. Kenga perlindungan

' _terhadap masyara%cat snp;l tertentu ya:tu anakwanak perempuan, jurnalis;: .

tahanaﬂ g:so?mk

Akss kemanusmn global PBB ini 3uga diikuti’ oleh partisipasi orgamsas;””

mas'qjarakaf s:pﬁ sepem Red £ross Catholic Relief Serv;ces Doctors Wlthout_'

E%méem W@rié Vasson Bxfam dan CARE vang memainkan peran signifikan

dalam gsﬁmbﬂnaﬂ bahtuan kemanusiaan di daerah-daerah konflik (Anderson, _
19861, Penerapan intervensi kemanusiaan dilakukan untuk meringankan

nenderitaan korban-korban konflik dengan menerapkan prinsip mid-war

o;@ezﬂ*?ﬁﬁs ‘Hal ini. dilandasi kenyataan bahwa korban pelanggaran HAM
erbesar ada di pusat peperangan dan di lokasi tersebut tidak ada yang bisa

meﬁa%qumn operasi penyelamatan selain pihak ketiga. :

Keﬂgc nerspekrzf pembangunan berke!anjufan perspektif  ini
m&mber;%&aﬁ perluasan konsep keamanan manusia daiam konteks
ekanomi, kesehatan, pangan, lmgkungaﬁ hidip, individu, komunitas
dan politik. Perspekfif ini juga melihat ancaman utama bagi keamanan
manusia ‘adalah kemunculan isu-isu transnasional seperti HIV-AIDS,
penvelundupan obat-obat terfarang, terorisme, kemiskinan global, serta
degradasi lingkungan hidup. Isu-isu ini cenderung tidak dapat diselesaikan
secara lokal sehingga dibutuhkan suatu cara pandang serta kerjasama
global untuk mengatasinya.

Dalam perspektif ini bagi negara-negara yang sedang berkembang

ditekankan hendaknya fidak mengejar pertumbuhon seperit dilakukan oleh
negéa’a-negara maiju tetapilebih berorientasi pada pemerataan. Tradisiinilekat
dengan pemikiran fungsionalis yang menekankan pentingnya pembangunan
untuk menghilangkan sebab-sebab dasar konflik seperti ketidakadilan dan
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ket!mpangaﬂ sos&al dalam kehidupan suatu bangsa {Elson, 1899). %”erspekt}f_ '
Ini. dagunakan sebagaa Iandasan ‘oleh. UNDP .dalam merumuskan keamanan:
manksia yang tertua ng aatam laporan Human Development ;?eporf 1994- .
menjad;kan konsepm pembangunan yang bemraentast pada pengembangaﬂf
sumberdaya manusaa sebagan strategl : u’cama : untuk menmgkatkan )
keamanan L : ' '

Pada dasarnya pembangunan merupakan salah satu so!usa klas;k yang--
datawarkan untuk menghltangkan instabilitas dtbldang sosial-politik Konsep -
pembangunan ini menjadi strategl rekonstrukm negara paska kehacuran dari
PRI tahun 4350- “ah, d@ngan Rostow. dlanggap sebagai: petopornva‘.ﬁ__. -ada :
- dekade 1960 -an’ a:onsep pembangunan terkait-dengan:program pemermtah '
vang terencana perdasarkan tiga kurun waktu, yaitu pendek, menengah
dan panjang yang mengutamakan industrialiasi dan investasi m‘frastruktur
Dekade 1570-an .seiiring dengan §(i’|5§$ ekonoml duma yang dldahUiUi cieh
kns;s mrnyak global konsep pembangunan lebih berasosiasi dengan upaya
untuk memenuhn kebutuhan dasar pengurangan xemiskinan, redastnbuﬂ
pendapatan ;

~Terjadi pergeseran yang cukup mendasar pada dekade 1980-an ketika
pembangunan diarahkan pada perubahan strukiur ekonomi makro melalui
cara melakukan perimbangan anggaran belanja negara, neraca perdagangan,
efisiensi pengeluaran sektor publik, serta penghapusan subsidi. Kini, konsep
pembangunan didominasi oleh upaya menghilangkan kemiskinan ekonomi
serta kesenjangan sosial melalui pertumbuhan eknonomi yang didasa_rkan
pada investasi dan penerapan kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhoio_gi
{Elson, 1999). '

Namun, sejarah menunjukkan bahwasanya pembangunan tidak selalu
membawa kehidupan masyarakat ke arah aman dan sejahtera. Qleh karena
itu untuk menghilangkan kesenjangan hasil pembangunan, keamanan harus
diternpatkan sebagai tujuan eksplisit dari pembangunan. Kondisi tidak aman
negara dan bangsa itu selalu menjadi hambatan utama dalam pembangunan
dibanyak negara. Jika suatu negara ingin keluar dari lingkaran setan di mana

—instabititasyphriminalias; kemiskinardamiekerasantidaksalingmemperkuat
satu sama lain, maka strategi pembangunan dan keamanan harus didekat
secara simuitan. Strategi simultan itu pada dasarnya merupakan fusi dari
dua sasaran dalam pembangunan, yaitu pembangunan berkelanjutan
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{sustamfs&fe ﬁwem;}meni‘)_dan pengembangan sumberdaya mapusna {human
devesﬁpmeﬁﬁf U o :

-_____Dan @&i‘f’%%ﬁé’aﬂ Lerseout dapat dlSimpuikan bahwa keamaﬂaﬂ manus;a,_
'(hurﬂfm samﬁ@f} memiliki- multishaset; - yaitu:- (1) Keamanan .ekononi;.
{2} Keamanan m§ #s; {3} Keamanan. railiter; {4) Keamar"san polisional; {5 }
&eamaﬁur z*wkufﬁ, 5} Kezmanan hak nak maﬂus {7’} Keamana_n _.kwt,zr;_:a_i__:'

; _.":_%(ema_%a_zm %aﬂtaﬂgm ?eamaﬁan manusia dalam ken eks -pembanmnan_-- \
¢l masamendatang adalah menyang&u? masaluh {1} ’Danga"’z air, dan udara;
{2} Ekologis; (3} Politis; {4) Ekonomis; {5) Kemiskinan majori itas {6) Hukum;
{7} Kriminafitas transnasional serorganisasi; {8) Hak-hak milik intelelaual; {9)
Budaya pop; (9} Banvaknya usia fanjut; {10) Lapangan kerja; (1) Bencana alam
dan buaten; 11} Pmcahn\ga keluarga; {12} Kesehatan; (13} Pendidikan; {14}
Radikalisasi agama; {13) Informasi; (16} Perang intensitas rendah, terorisme;
dan {17} Keseimbangan bio-massa.

Untuk mengatasi masalsh tersebut dilakukan melalui {1} Keadilan
hukum; {21 Pelestarian lingkungan; (3} Penvelesaian Konflik secara damai; (4]
Paiarangan kekerasan; {5) Demokratisasi ekonomi; {6) Demoiratisasi hukum.
(peradiiany {7} Perubahan umur kerja; {8) Simetr dalam informasi; {9}
Muldicltursiisme dan multirefigionisme; {10} Perhatian terhadap hak-hak
manusic dengan relativisme kuitural; (11} Pengaturan keamanan; {12)
Demokratisasi pendidikan dan pelayanan kesehatan; (13) Ekoteknologi; {14}
Pengusangan perang dan kekerasan; (15) Perhatian terhadap nal-hak hewar;
dan {16} Demokratisasi lembaga-lembaga nasional dan transnasionat,

Kemanan Nasional Dalam Konteks Keamanan Manusia

Hippas ki ajnrterhadeprkeamanan-nasional: mnasibomeleiaklan..-
negara sebagal aktor utamanya. Penempatan negara sehagai aktor utama itu
dilandasi cleh argumentasi kaum Hobbesian yang mengasumsikan bahwa,
masyarakat membutuhkan negara untuk mengurangi terjadinya perfikalan
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antar manusia yang mengarah pada tindakan anarkhi. Machiavellj {3500}
.“nemelaskan bahwa pertikaian antar manusia cenderung untuk me%’mnjukkan'_ )
kekuatannya (power} karena itu negara harus diberi hak untuk mem@nopoh'
akumulasn kekuatan Menurut Clausewitz {1833}, hak monopoli diter iika

secara ‘politis oleh negara kepada aktor militer sehingga ia tumbuh men;acix
suatu’ k@kuatan profesional yang dapat membuat musuh ‘i"unu:iu?{ %{-epada
au.zran-aturan k@temban yang dibuat oleh negara. S

Sejalaﬂ dengan pemsklran tersebut n"asalah yang dihadapi oleh ﬁegara
daiam merumuskan keamanan ﬂasmﬂal adaiah meneta;:%kan aidanb' gzarag
duaﬁan <an oleh kelembaﬁaannya Konsep yang telah mel iembage *’n&:iez
keamanan: (secumy) sebagai konsep induk; sedangkan pertahanan fdefense '
sebagai salsh satu di imensinya. Pemikiran tersebut identik dengan perspaktif
keamanan manusia yang menyatakan bahwa keamanan {security) memiliki
arti yang sangat luas. Dalam hal ini Barry Buzan (1998) mengatakan bahwa,
keamanan nasional berkaitan dengan lima sekior, yaitu : politik, ekonomi,
sosial, hukum, dan militer. Secara umum kelima sektor tersebut menyangkut
dua hal. Pertarma, seberapa kondusif negara dan masyarakat menialankan
kegzatan -kegiatan pemerintahan dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatannya.
Kedua, sebagai fungsi dan tugas pemerintah beseria aparatnya mewujudkan
agar tingkat yang kondusif itu selalu bisa diwujudkan dan dinelihara.

Mengacu pada pemikiran tersebut, dalam pembukazan UUD 1945 ada
amanat yang menvatakan bahwa: ”.....untuk ikutserta memelihara keamanan
dunia atau perdamaian dunia”. Dari pernyataan ini berarti 2da tiga obvek
keamanan nasional. Pertama, secara mikro, berkaitan dengan keamanan
diri, kekayaan, dan perikehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. Keduag,
secara messo, meliputi keamanan wilayah, keutuhan wilayah, nilai-niiai
bangsa, nilai-nilai luhur bangsa, nilai-nitai kehidupan bangsa, kekayaan dan
perikehidupan rakyat, bangsa, pemerintah dan negara. Ketigo, secara makro,
karena suatu bangsa juga hidup dalam lingkungan internasionai, berarti
keamanan nasional jugs harus memperhatikan obyek global,

Karena itu karakter dari keamanan nasional dapat herubah dibanding

B e tih e R B IR 1118 GEN T CRR L LIGh e vang falu
kalau bicara tentang keamanan nasional, maka horizon kita hanya sampai
pada batas negara. Tetapi sekarang tidak mungkin bicara keamanan nasional
hanya sampai batas negara sendiri, sekarang bisa jadi sampai melampaui
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. baLas' becera a ne ara Dem an dem;kaan dama? Cilk&u&’i&i" bahwcs kmmanan .
: g

_nan msuonal ulehhar ﬁ udp

rbatas ac:;a doiﬁ:rm doktnn ?er‘*mntu semua aver the hOfiZGf" Dem:k

' puia ken"anan nasional ﬁdak haﬁya urysan ‘?zs k.saja, tetapi juga urusan non«' '

fisik, f{pamanan publik menyang ku’c hal-hal yang terkait dengan kosemngan

publik; _k@amgnan internal,hal- “hal yang Lerka{_t _cien_gan i{eh;_ciupan domestik;

permﬁanan, hal-halyangterkait déngam Egédaul_atannega_ra, keuiuhan wilayéh,_
dan vital national interest.

Keamanan nasicnal dalam konteks keamanan manusia perlu memiliki
kemampuan: kemampuan menghadapi pengaruh dari rekayasa, tekanan, dan
ahca_ma_n global dan giobaﬁ_saﬁi._ Pengaruh itu baik vang sifatnya fisik maupun
non-fisik. Sekarang pengaruh ini sangat besar sekali, ada _Sirategi yang
menyatakan wor begin at the minds of the people. Kalau mau mengaiahkén
suatu bangsa, kalahkan _d_uiu.min_dwnya, masukl pikirannya dulu. Mengapa
demikian? Karena mind-nya ity sudab dimasuld oleh pikiran-pikiran yang
mengancain- }\eselamatan negara. Perang dimulai dari mind of the people.

“Dengan demilkian, sepertl usulan kaum konstruktivis, negara perlu
membeniuk kerjasama lintas departermen dan lintas lembaga (inter-agency
coeperation). Kerjasama itu diarahkan untuk memperkuat kapasitas institusi
sinil dalarn rangks mengatasi secara dint masalah-masalah keamanan non-
militer, dan mempersiapkan kemampuan teknis angkatan bersenjata untuk
secara. proporsional menggelar operasi militer selain perang sebagai tugas

" perbantuan mengisi kelemahan-kelemanan teknis yang tidak dapat ditutup
oleh institusi sigil,

¥eamanan manusia mengharusken nagara mengembangkan strategi
dan operasi militer yvang mematuhi prinsip-prinsip diskriminasi serta
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pmporstonal doktrin jus m beilo,: Kepatuhan kepada kedua prinsip tersebut-_

-'d;yakml dapat secara. draSUS mengurangi jatuhnya korban sipil saat’konflik
bersenjata, dengan demtk;an meningkatkan pula faktor keselamatan, mdlwdu
Z'I'maupun komunitas yang men;ad: komponen dasar keamanan manusia. Pada
-'akhirnya keamanan manusia - mengarahkan negara uni’uk 'ﬁenguzamakan
perhndungan keseiamatan terhadap warga negaranya. Perhndungan warga
T negara aleh negara memad: perhahan serius dari intemat?onai Commrssmn on
Interventron and State Souere:gnty Selain itu konsep "kewaijan melmdungl
mengharuskan negara untuk melakukan evaluasi terhadap perimdungan
_ komumtas dari pembunuhan massat meimdungl perempuan dari kekerasan
__seksuai massai serta meimdungl perempuan dan. anak~anak daﬂ bencana
keiaparan massaE Untuk dapat melakukan kewapban tersebut negara harus
mengembangkan kapas:tas mstztus:onai agar dapat mengumplementas: tiga
bentuk operasional ‘dari strategi “kewajiban melindungi”, yaity kewapban
untuk meia&ukan tanggapan (responsrb:hty to react), kewajiban” untuk
meiakukan tindakan pencegahan (responsibility to prevent), dan kewaﬁban
untuk melakukan proses rekonstruksi {responsibility to rebuild).

Penutup .

Pada dasarnya keamanan nasional merupakan persoalan yang sangat
luas dan kadang bersifat kontroversi. Tidak mudah menyepakati keamanan
nasional dapat dijamin dan dipelihara secara maksimal, sebab setidaknya
ancaman terhadap keamanan nasional memiliki tiga karakteristik. Pertama,
ancaman itu dapat menampilkan diri dalam berbagai dimensi, tidak hanya
ancaman vang berdimensi militer melainkan juga ancaman vang berdimensi
ideotogi, ekonormi, politik, sosial, kultural. Kedua, ancaman dapat berasal dari
dalam (internal) maupun luar (eksternal} tapalbatas negara. Ketiga, ancaman
Gapat berasal dari kelompok bukan-negara (non-state actors) maupun negara
{state actors).

Semakin banyak ancaman bersifat transnasional (fintas-batas) muncul
dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hal itu menuntut pemikiran secara

gialss Luntuk mencarl jalan keluaroya Xuainva arus.globalisasi.dapat. ..

ikatakan telah menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Masuknya
nilai-nilai baru cenderung telah mengikis kesatuan pandang masyarakat
tentang kehidupan berbangsa dan bernagara. Demikian pula ketergantungan
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g negara paa‘a g:vemagaﬂgan mtnrnas;onal dzmungk;n!fan menyebab?an r;essaro
memad’ rawan terhadap kegoncangan perekonomian dari negara lain. Dar

'.gambaran tersebut :perly.dirumuskan konsep keamanan hasional secara
s;stamzk dars ber%}aga{ k@iembagaan ncgara \/ang teri baL di daiamrya {3
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